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NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan
nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu
menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan
sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan
kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
disebutkan bahwa Pajak Hiburan merupakan jenis pajak kabupaten/kota:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di wilayah
Kabupaten Labuhanbatu Utara serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Hiburan
dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Hiburan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
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11,
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1949 tentang Penyelenggarazan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomaor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 3851);

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418%);

Undang-tUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Noemor 53, Tambahan bembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemarintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Labubanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana {lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Peraturan Pemerintah Nomgr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinst dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

14.

*

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang Dipungut Berdasarkan Pengtapan Kapale Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
giil_}g]hlomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menetapkan ;

dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1,

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintaban oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsis Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu iftara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pamerintahan Daerah,.

Dinas adalab Dinas Pendapatan, Pengefolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pajak Daerah, yang selanjuthya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



11.

12,

12

14,

15.

4

mendapatkan mbalan secara |angsung dan digusakar antuk Keperioan
Daerah bagl sebesar-besar keartakrmuran rakyat.

Hituran adalah semua jenis mranan, perrunjuoksn, permanan, dany/atau
keramaiar yana dinikmati dengan dipurgut bayacan.

Penyelenggara hiburzn adalah  perorangar gtau badar  yang
menyelenggarakan hlburan balk untuk dan atas namanya sendini atau
untuk dan ams narra plhak izln yang menjadi tanggurgannya,

Fenontan stau sengunjung adalzh sebiap oprarg yang menchadr suatu
hiburan untuk mebhat dan a@c mendengar atau awnikmeliine Jlaa
mengounakan fasilitas yany disediakan cleh  penyelenggara  hiburan
kecual penyelengyara, karvawan. arlis dar petugas yang menghadiri
urtuk melEkokan lugas pengawasan.

Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan
dalam bemtuk apapun vang dapat digunakan  untuk menonton,
mengsunakan atau men kmati hiburan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atay Badan wang dapat dikena«an
pajak.

16 Badar adalah sekumpulan orapg danfatau modal yang merupakarn

17.

18.
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kezatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang bdak inelakuken
usaha yang meliputi perseraan terbatss, perservarn komandilz, perseioan
lainnva, Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) alau Badan Usaha Milik
Daerah (EUME) dengan nama dar: dalern bentok 2papln, firma songsi,
koperas), dana sermiun, perseskutuar, persumpdlan, vayasan, organsash
masse, organizasi sosizl politik alau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan fainnya =rmasuk kentrak investasi kolekbif dan bentuk
vsaha belzp.

Wadb Pajak adalah orang pribadi atau Badan, —eliputi pembayar pRjak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak  dan
kewajiban perrajakan sastai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dasrah.

Masa Pajak adnlah jangka waktu 1 {s30.) bular kalender atau jJangka
waktu lain yang diarur dengan Peraturan Bupatl paling lama 3 {tiga) bulan
kalender, yang menjadl casar bagi Wagb Pajak unbuk menghitung,
menyetor dan melaporkan paja+ yang terutang,

Tahun pajak adalzh jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalende:,
keouali Jks wajit pajak menggunakan lahun buku yamg tidzsk sama
dengan tahun kalender,

Fajak yang lerutang adzlah pajak yvang harus dibayar pada sustu saat
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atauv dalam badgian tabun pajak
sosua dengan ketentuan perzturan perundangeundzngan pecraiakan
daerh,

L
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Pemurgutan adalal) suatu ramgksian kegiatan mulai dar penghlmpunan
cata obiek dan subjek paak alau relribusi, perentuzn besamva pajak
ataut retrbud yang terstana sampal kevislzn penagihan pajak atau
retribugt kepada wajib pajak atas wajit relribusi serla pergawasan
renyetoranriya,

Sivak Pembesitahaan Fajak Daerah vang selanjutnya disingkat SPTED
adnlahy surat yang oleh wajib pajak dgunskan untuk mie=laporkan
penghitungan Janfatac permbayaran pajak, objex pajak dendatau bukan
ahiek pajak dan/atai harts dan kewajiban sesuai dzngarn ketenluan
peraturan perundang Ladangan perpagakan dasrah.

Surat Sctoran Pajek Daeran, yang sclanjutnya disingkat SSP0, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telak dilakukan dengar
menggunakan formedlr atau telah dilakukan dongan cars lain ke kas
daerah melal.i tempat pembayaran yang tetzh ditunjuk oleh Bupati,

Sura; ¥etetapan Pajak Caeralh Kurang Bayar yang sclanjutnya d singkat
SKPDKE adalah surat ketetapan vang menenlukan basarmya jumiah pokob
pajak, jumlah kredit pajsk, junyah kekurangan penbayaran pokok pajak,
besaTiya sanksi adminisbadit dan jumlah oajak vanc masih hares cibayar.

Surat Keretapan Pajas Daerah Kusrg Dayar Tambasan yang selanjutnya
disingka: SKPCKRT adalah surat ketetlaoan yang menenbikan tambahan
ains jumiah pajak vang tednh diretapkan,

Surat Ketztapan Pajak Dacrah Nihi, yang selanjutnya dismgkat SKPDN,
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok prak sama
besarmva dengan jumlat kredit pajak atau majak ndak mwrutang dan tidak
gcla krecit pajak.

Surat Ketglapan Pajsk Dasrsh Lebih Bayar, yzng selanjuinya disingkat
SKFOLB, adalan Surat Eebefapen yark menenbukan jumlah kelebihan
pembavarar pajax karena jumlah koecit pajak besily besar dan pads pdjdk
yang terutang atau seharusnys lidax terutany,

qGurat Tagihan Pajak  Oaerah, va-sg selznjulmya  disingkat STRD,
afdalah  Surat untuk melzkukan  tagiran pajak  danfatan  sanksi
admingstratf berups hunga danfatan de-da.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kepltisan yang membebidzan
kecalahan tulls, kesalahan hitung, danfatal kekelirgan dalam panerapan
ketertuan tertentu dalam peraturan perundang-Urdangan perpagkan
dae-ah vang temlapat dalam Surat Pemberitahian Pajak Temtang, Surat
Ketelapan Pajak Caerab, Surat Ketetapan Pajak Caersh Kueng Bayar,
Sural Kelztzpan Pajak Daersh Kurang Bayvar Tambahan, Surat Ketetzpan
Fajak Daerat Nihil, Surat Kelwlapsn Pajsk Dasrah Lebih Bayar, Surat
Taghan Pezjak Dasrgh, Swat EBepuissdan Pembetuian atau Surgt
Kepubusan Keberatan.

. Surat Keputusan Keberabas adalah surat kepulusan alas keberatan

tehedap Surst Pembertahoan Pajak Teruteng, Suat Ketetapan Pajak
Dacran, Surat Ketelapan Pajak Daerah Kurang Payar, Surat ¥eltetapan
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Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaban, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Llebih Bayar atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Waijib Pajak.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajio Pajak.

32, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajlban perpajakan daerah danfatau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

33, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan vyang dilakukan oleh penyidik wuntuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukb itu membuat terang tindak

pidana di bidang perpajakan daerah perpajaskan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB IT
NAMA, OBJIEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dinungut pajak atas setiap penyelenggaraan
Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

1a. pertunjukan film,

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana.

¢. kontes kecantikan dan sejenisnya.

d. pameran.

e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya.

f. sirkus, akrobat dan sulap.

g. permainan bilyar, golf dan boling.

h. pacuan kuda, kenderaan bermaotor dan permainan ketangkasan.

i. panti pijat, refleksi, mandi uapfspa dan pusat kebugaran (¥fifness
certer); dan

j. pertandingan olah raga.

s

Pasal 3

(1} Subjek Pajak Hiburart adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati
Hiburan,

(2) Wajib Pajak Hiburan adalzh orang pribadi atau Badan vyang
menyelenggarakan Hiburan.

BABE III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

(1} Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah vang yang diterima atau
yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa Hiburan.

Pazal 5
(1) Tanf Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh fima persen).

(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan,
diskotik, karaoke, kfab malam, permainan ketangkasan, pant pifat dan
mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen).

(3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan
sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6
Besaran pokek Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud datam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah,
BAB V
MASA PAJAK
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang famanya 1 {satu) bulan kalender.
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BAB VI (2) Jumlah kekurangan pajak ferutang dalam SKPDKB sebagaimana

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH dimeksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi administratif

Pasal 9 berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang

_ 2 : " - kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling jama 24 (dua

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnyz pajak.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, l {3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
benar dan_ lengkap serta ditanda tangani cleh Wajio Pajak atau orang dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa
yang diberi kuasa olehnya. ' kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak

tersebut.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2), disampaikan ke Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 @)

(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

Wajib Pajak melaporkan sendiri  sebelum dilakukan tindakan
BAB VIL pemeriksaan.

PEMUNGUTAN PAJAK
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

Bagian Kesatu : ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
Tata Cara Pemungutan sebesar 25% (dua puluh lima persen} dari pokok pajak ditambah sanksi
Pasal 10 administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen} sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
(i} Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. paling fama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.
(2} Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar
sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 12
(3} Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati,

terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian

Pasal 11 SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKET sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (2}
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bupati dapat menerbitkan :
| a. SKPDKB dalam hal ; | Pasal 13
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak : {1} Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

yang terutang tidak atau kurang dibayar. ‘ _ _ _
a. pajak dalam tabun berjalan tidak atauw kurang dibayar.

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu o - .
15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak b. dari hasit penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

teguran. i . . . Ty
¢. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang denda.

dihitung secara jabatan.
J ‘ ' (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

o dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
b. fEKPDKkBaT Jika dltemukaréli:laata b:;;bd:hn;:iga;gita ?:Eg semhléJEtI;:Fum j administratif berupa bunga sebesar 2% {dua persen) setiap bulan untuk
rungkap yang menyebablcan pe M pajak yang 9. paling {ama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

c. SKPDN jika jumiah pajak vang terutang sama besamya dengan (3) Ketentran lebin lanj . - :
SR aimes p : jut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian
jurniah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan bidak ada kredit pajak. STPD, diatur dengan Peraturan Bupat.




Fasal 14

{1) Bupati menantukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
Pajak yang terulang paling lamz 30 {liga pulub) e kerja sztelah saal
terutaranya pajak.

{2) SKPDKB, SKPDKBT, STPC, Su-at Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan can Putusan Banding, yang meaayebabkan jumizh
Pajak yang nanus cibayar hertambah merapakan dasar penagihan pasak
dan harus dilunasi dzlam jangka wektu paling lama 1 (satw) bulan sejak
tanggal diterbitiar.

(3} Bupati atas permchonan Waijib Pajek setelah mamenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetijuan kepad2 Walb Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan
bunga sebesar 2% [dua persen ) sabulan.

{4} Ketentuan lckih lanjut mengenal tata cara pembayaran, penvetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

{1} Pajak vang terutang berdasarkan SKPDKE, SKPOKBT, STPD, Sura:
Keputisan  Pembetalan, Sura: Keputusan Keheratan dan Putusan
Banding vang tdak atau kurang dibayar cleh Wajb Pajak pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Faksa.

{2} Panagiban Pajak dengan Surat Paksa diaksanaksn berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB YIII
KEBERATANM DAN BANDING
Pasa 16

(1) Wajib Pajak dapat mangajukan keberatzn hanya kepada Bupati atau
pejabat yang diturjuk atas suatu :

2. SKFDKRH.
b. SKPOKET,
¢. SKFDLB.
d. SKFDHN; dan

e. Pemotongan atay pemangutan oleh pihak  ketiga berdasarkan
peraturan perundang undangan parpajakan deerah vang berlaku,

(2% Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
cisartai dengan alasan-alasan yang jelas.

Tl

{3) Kehberatan bharus dlajukan dalfam Jangka waktu paling tama 3 (bga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongen atau pemungutan sabagaimans
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Waji Pajak dapat menunjukkan yvanc
bivhwe jengka wakto itu hdak dapat dipenuhi karena keacaan dilvar
kekuasaannva.

(4} Keberatan dapat diajukan apabiia Waiio Pajak telal> membayar palig
sedi<t sejumiah yang telah disetujui Waijib Pajak,

{5} Keberatan yang tdak mermenuhi parsyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), arat (2], ayat {3} dan ayat {4) tidak diarggap sebagai

surat kebwrdtan sehingga tidak dipetirnbangan.

(6) Tanda penerimazn swat keberatan yang diberikan clek Bupati atau
pejabat yang dibzjuk atau tanda pergiriman sural keberalan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penedmazr surat keberatan.

Pasal 17

1} Bupati dalam jangka wakiy paling kma 12 (dua belasy bulan sejak
tanggal surat keberatan diterlma, harug memberi keputLsan atss
keberatan vang digjukan.

{2% Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyz
atau sebagian, m=nolsk, atau menambah besamya pajak vang
erutang. - -

(3) JApebila jangka waktu zebagaimana dimraksud peda ayat (1) kelah lama
dan Bupad tidak memberi suatu keputusan, <sberstan yang diajukan
tersebut dianggap dikabufkan.

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mergajukan permohonzn tanding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mermgenal keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

{2} Permohenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjuken secara
tertuls dalam bahase Indonesia, dengan alasan yvang jelas dalam :angka
wakiu 3 (figa) hulan sejak keputusar diterimea, dilampir. salinan dari
surat keputusan kzhergtar te-sebut

{3} Pengajuan permdhonan banding menanggubkan kewajiban membayar
paja< sampal dengan 1 (cabu) bulan sejak tanggal penarbitan Pubusan
Bandirig).

Pasal 19

(1) Jike pengaivan keberaton  atau  permchonan banding  dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelehinan pembayaran pajak dikembalikan
dangan ditambah imbalan bunga sabecar 2% (dua persen} sebutan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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{2} Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dihitung sejak
bulan peiunasan sampai dengan dite-bitkannya SKPDLE.

{3) Dalarm hal keberatan Wajib Pajak ditolak arau dikabulkan =sebagian,
Waijib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebresar 50% (lima
puluh persen) dari jumlah pajak berdaserkan keputusan keberatan
dikurangi dergan pajak yarg telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

{4} Dalam hal Wajib Pajak mengaiukan permeohonan bandng, sanks
administratif berupa denda  sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada avat (3) tidak dikenakan,

{5) Dalam hal permchonan banding ditclak atau dkabulkan sebagian, wajib
Pajak dikena! sanks| adminisriratif berupa denda sebesar 100% {seratus
persen) cari jumlzh psjak berdasarkan Putusan Banding dicurang
Eengan pembayaran pajak vang telah dibayar sebzlum mengajukan
eberatan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAL PENGI.;RM;I?{?H SANKSI ADMINISTRATIF
a5

{1) Atas Permochonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPDXB, SKPDKBT atay STPD, SKPDN atau SKPDLE yang
dalam penerbitantya terdapat kesalahan tuis dan/ztau kesalahan hitung
danfatau ke<eliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

{2} Bupati dapat :

a. mengurangkan atau rmenghapuskan sanksi administratf berupa
hunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturai
peundany-undaigan perpajakan daerab, datam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kexhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

' kesalahanya.

k. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atzu STPD,
SKPDN atau SKPDLD yang tidak benar.

c. mengurangkan atau membatalican STPD.

d. membatalkan hasll pemerksaan atau ketetapan pajek yang
dilaksanakan atsu diterbitken tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan.

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemarnpuan membayar Walib Pajak ateu kondisi tertentu  objek

pajak.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengurangan atau
penghiapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatzlan
ketetetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} digtur dengan
Peraturan Bupati.

.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Fasal 21

{1y Hak untuk melakukan penagihan pajak merjadi kedaluwarsa setalan
melampadi jancka waktu 5 [(lima) tahun terhitung sejak terutangnya
pajak, keruali apshila wajib pajak melakukan tindak pldana dibidang
perpajakan daerah,

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apatila

a. diterbitkan Surat Teguran denfatau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak. langsung.

{3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksuc pada ayat {2) huruf &, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimeksud peda
ayat (2) huruf d adalah wajb Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyal utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Caerah.

{5} Pegakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketabui dari pengajusn permohonan argsuran atau
penundaan pembayaran can permohonan <eberatan oleh wajib pajak.

Pazal 22

(1) Piutang pajak vang hdak mungkin ditagih lagl karena bak untuk
melakukan penagitian sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. ;

{2} Penghapusan pivtang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olah Bupati.

{3) Ketentuan lebih lanjut mangerai tata cara penghapusan piutang pajak
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 22

{1) Pejabat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
dineri wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negerl sipil tertentu di lingkungan Pemerntahan Daergh vang dlangkat
oleh pejabat vang berwznang sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3) Wewenang penyidik sepagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :




(<)

(1)

(&)

s s

8. menerima, mencar, mengumpulkan dan meneit keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dinidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjad lengkap dan jelas.

b. menerima, mencan dan mangumpulkan keterangan menganal orang
pribadi atau badan tertang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubunganr dencan tindak pidana perpajakan dagsrah.

t. meminta keterangan dan bahan bukti dan arang pribadi etau badan
sehiubungan dengan tindak pidana di bidano perpaiakan dasrah.

d. meme-ikss buku, catatan dan dokumen lain berkensan dengan tindak
pldana dl bidang perpajakan daerah.

& melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta  melakukan
penyitaan terhadap bahan bukt tersebut,

f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidanz i bidang perpajakan daerah,

g. menyunih berhentl danfatau melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempst pada sast pemeriksaan secang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda danfatau dokumen yang
dibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah.

i, memanggil orang untuk didengar keserangannya dan  diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

j. menghentikan panvidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perly uniuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakon dacrah scsuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Peryidik Pgjabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diztur dalam Undang-Undang
Nomor Hukum Acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Wajib Pajak yang karena kealpaanimya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dergan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirian
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {satu) tahun atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengajs tidak menyampaikan SPTFD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkep atau melampirkan
keteraré?an yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipldana dengan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun atay

-]15-

denda paling banyak 4 {(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang
L Uak atau kurang dibayar.

Pasal 25

ﬁenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan
egara.

Pasal 26
Tindzk pidana di bidang perpajakan DPaerah tidak dituntut setefah melampaui

_ﬁngka waktu 5 (kma) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
asa Pajak ztau berakhitnya Bagiar. Tahun Pajak alau berakbirnya Tahon

Pajak yvang bersangkutan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Ketentuan lebin fanjut mengena teknis pelaksanaan Peraturan Dasrah ini
diatur dengzn Peraturan Bupatl.
Pasal 26
Peralaran Daersh ini mulai berlsku pada tangos! diundanokan.
Agar setiap orang mengetahuinyg, memerintahikan pangencangan Peraturan

Caerab ini dengan penempatanrya dalam lembaran Daerah Kabupeten
Labuharbatu Utara.

Disahkan di - Ask Kanopan.
pada tanggal : 26 Juli 2011.
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